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Mengingat

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGITII

PERATURAN BUPATI BARITO TIITIUR
NOMOR 9l TAIIUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAI$
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,
bahwa dalam rangka melaksa.nakan ketentuan pasal 63
Bagian Kesebelas Peratupan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan tsupati
tentang Tata Cara Pernungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
bahwa Pernungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip dernokrasi,
pemerataan keadilan, akuntabilitas, transparansi dan
peran serta masyarakat dengan memperhatikan poterrsi
daerah sebagai surnber pendapatan daerah untuk
mernbiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huru.f b di 'atas pertru rnenetapkan
Peraturan Bupati Barito Timr.rr tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan;

b.

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan
Pdak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L997 Nomor 42, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
dir.lbah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
L997 tentang Penagi.han Pajak dengan Su"rat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor
42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
3e87);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kairupaten Katingan, Kabupaten. Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabu.paten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya clan Itabupaten Barito Tinnur di Provinsi Kalimantar"I
Tengah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 4180);

3. Unclang-Undang Nornor 17 Tahuit 2003 tentang Keulangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nom.or 47, Tambahan l.en:baran Negara R.epublik
Indonesia Nomor a286);

4. Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat ,r:lan

Pemerintah Daerah (Leml:aran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 123, Tambahan Lembanan Negara
Republik indonesia Nornor aa38);

5. Undang-Undang Nornor 28 Tah'url 2009 tentang Pajak
Daerah rlan Retrikrusi Daerah {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Unclang Nomor' 12 'Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 l\ontop 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nornot"
523fl;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Petnerintahan Daerah (Lemi:apan Negara Itepublik
Indonesia Tahun 2CI14 Nornor 224, Tambahar: Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel*"h
tetrah beberapa kali cliubah terakhir dengan Ut:clang-
Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahatr Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2{115

Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Nornon 5679);
8" Peratu::an Pemeri.ntah Nomor 58 Tahun 2005 telltang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernharan Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2005 Nomor .1'10, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

9. Feraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi clan Pemeriptahan Daerah
Kabupaten/Kota ([,en:haran Negara Republik InConesia
Tahun 2AO7 Nomor 82, Tamhahian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10" Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak llaerah yang clipungut tserdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau dibayar sendiri eleh Wajib P4!ak
(LemLraran Negara Republik Indomesia Tahun 2010 Nornor

€i:::,.(ilt FJj,il ifh, ffi



t 1. Peraturan Daerah Nomor 1E Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
{Lemkraran Daerah Kabupaten Barito 'limur Tahun 2016
Nomor 714, Tambahan Lertll:aran Negara Republik
lndonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Femerintah Nomor 34 Tahun 2A1,6 tentang Faj'ak
Penghasilan atas Penghasilan dari PengalLhan Hak atas
Tanah Can/atau Bangunan., dan Perjanjian Pengikatarr
Jr-lal Beii atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
PeruLrahannya (Lembaratr Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 168);

13. Peraturan lMenteri Keuangan Republik Indonesia Nornr:r

51/PMK.A7 12016 tentang Penyelesaian Fengembatrian atas
Kelebihan Pembayaran Bea Per:oiehan I-Iak Atas Tanah clan

Bangunan dan Penyeiesaian Ferrnohonan Peiayanan
Petra5ranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaatr dan
Perkotaan {Berita Negara Repulhriik Indonesia Tahun 2016
Nomor a9 1);

14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahrin 2018 tentang Pajak
Daeratrr (Lembaran Daerah Kabu.paten Banito Tirnur Tahun
2018 Nomor 2).

MENETAPKAN

MENfiUTUSKAN:

PERATURAN tsUPATI TENTAffiG T&?A C&ffiA
PEMT}NGUTAI{ tsEA PERCLEHAIII HAK ASAS €'AIT,ASI

DAffi BANGUNAN KABUPATEN E"&RITCI TIKSUR
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Pasal 3.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Cengan:

1. Daerah adalah l)aerah Kabupaten Barito Timurr.
2 Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Tirnur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalatr Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Tirnur.
5. Eadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapencla adalah"

Bapenda l{abupaten Barito Timur.
6. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badar"r Pertanahan Nasional ltepr.lbiik

Indonesia aclalah Kantor Agraria. dan Tata Ruang/Badan Pertana.hzur

Nasional Republik Indonesia Kabupaten Barito Tin:ur.
7. Badan adalah sekunipr.llan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha, matrpun yal1g tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Miiik
Daerah (BUMD) clengan nama dan dalam benhlk apapun, firrna, kongsi,

l,! i
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, persekutuan, perkrlrnpulan, yayasan, organisasi



massa,
bentuk

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.
8. WEib Pqjak adatah orang pribadi atau badan meliputi pernbayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang rnempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

9" Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutn3ra disingkat
BPHTB yaitu paj'ak yang dikenakan atas penoLehan hak atas tanair
dan/atau bangunan.

1"0. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tareah

danf atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
11. Hak atas tanah danlata'u bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagairnana d"imaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

12. Nilai Jual Objek P4jak yang selanjutnya disingkat NJOP adatrah harga rata.-

rata yang d.iperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi $ecara w-a3'ar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOF ditentukan melalui
perbandingan harga dengan oLrjek lain yang sejenis atau nilai perolehan

baru atau NJOP pengganti.
13. Nilai Ferolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingtr<at NOP acialah

besaran nilailharga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar
pengenaan pajak.

14. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi ni.trailharga

objek pajak yang tidak kena pqjak.
15. Dokumen terkait Ferolehan Hak atas Tanah Can/atau Bangurran adalah

dokumen yang menSzatakan teiah terjadinya pemindahan hak atas

kepemilikan tanah danlatau bangunan. Dokumen ini clapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-iain yang

memiliki kekuatan hukum.
16. Surat Pemberitahuan PEak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT

adalah surat yang digunakan untuk membenitahukan besarnya Pajak

Bumi dan Bangunan termasuk untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan
yang terhutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan danlatau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau hukan
objek pajak, danlatau harta dan kew4jiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang* und an gan perpaj akan daerahr.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat yal.g digr-rnakan untuk menetapkan besal"nya jumlah F4jak yang

telah ditetapkan.
19. Masa Pajak adalah jangka wakfi.r 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan [)aerah. paling larna 3 (tiga) bu.lan

kalender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitun.g, rnenyetor

dan melaporkan pajak yang terhutang.

pchffi.&F



20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

21. Pqiak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Fajak atau dalarn Bagian Tahun Pajak

sesuai dengan ketentr.lan Peraturan Ferundang-Undangan Perpajakan

Daerah.
22. Surat Ketetapan P4jak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jurnlah
Pokok Pqjak, jumlah Kredit Pajak, Jurnlah Kekurangan Pembayaran Fokok
Pajak, besarnya Sanksi Administratif dan jurnlah Pajak yang rnasih harus
dibayar.

23. $urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang merrentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adaiah Surat Ketetapan Pajak yang neenentukan jumtrah

Kelebihan Pembayaran P4jak, karena jumlah Kredit Pajak lebih besar

daripada Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN

adalah Surat Ketetapan Pajak yang rnenentukan jumlah Pokok Pajak sama

besarnya dengan Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terhutang dan tidak ada

26. 5;XltS#*" pajak Daerah yans setanjutny* oiuir.glat ssPD adalah tsukti
Pembayaran atau Fenyetoran Fajak yang telah diiakukan clengan

menggunakan formutrir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
trunga dan/atau denda,

28. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat
KPKNL adalah instansi vertikal Kementerian Keuarigan Republik Indonesia

Direktorat Jencleral Kekayaap Negara yang salah satu tugasnya
menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang

sukarela.
29" Surat Permohonan Fengurangan Fajak $ekaligus yang selanjutnva

disingkat SPPS aclalah surat perrnohonan pengurangan pEak yang

dilakukan sekaiigus.
30. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan keterangan hak

pengelolaan tanah dan/atau bangunan.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang riembetulkan

kesalahan tulis, kesalalean hitUng dan/atau kekeliruan dalam perrerapan

ketentuan yang tertentu dalam Peraturan Ferundang-Undangan
Ferpqjakan I)aerah yang terdapat daiarn SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan atau Surat
Keputusan Keberatan.

32. Surat Keputusan Kehreratan adaiah Surat Keputusan atas ketreratan

terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB a.tau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.



33. Banding adalah Upa5ra Hukum yang dapat dilakukan otreh \ffajib Fajak
atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat cliajr-rkan
banding berdasarkan Peraturan Ferunclang-Undarlgan Perpaja"kan yang
berlaku.

34. Putusan. banding ad"alah putusan Badan Peradilan Pajak atas hancling
terhaclap Surat Kel:eratan yang diajukan oleh Wqjib Pajak.

35. Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian
penghimpunan data otljek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajal<
yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajih Fajak serta
pengawasan penyetorannya.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun d.an mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksafiakan secara Chrjektif Can
Profesional krerdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajitlan Perpajakan Daerah rlan Retribusi clanl
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan Perundang*
Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

37" Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oieh tsr-rpati untuk menerima
setoran penerimaan daerah.

38. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atar.r Banglrnan adalah dol<r-rat:en

legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain.

39. Risalah leiang adalah berita acara pelaksanaan trelang yang clibuat *leh
pejabat lelang yang rnerupakan fakta otentik cian mempunyai kel<uatan
pembuktian sempllrna.

BAB II
TATA CA,R"& PENGURUSAN AKTA, PENfiITSPAHAffi

H"A,K ATAS TANAH D,&$/ATAU EATITGIINAIII

Pasal 2

Wajib Pajak menguru.s Akta Pemi.neiahan Hak atas Tanah cta4/atau
Bangunan meiaiui pejahat" Pembuat Akta Tanah (PPA'l)lNotaris atau
Pej abat i.elang sesuai peraturan perundang*undangan.
Pej abat Pembu at Akta Tanah/ Notaris/ Pejabat lelang rnelakukan peneliiian
atas objek pa.jak yang haknya dialihkan.

Fasal S

(1") Wajib Pajak menyiapkan dokumen terkait Ferolekran Hak atas Tan"ah

dan/atau Bangunan.
t21 Dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengam

dokumen pendukung lainnya.

(1)

tZJ
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Pasal 4

(1) Waf ib Pajak menghitung dan mengisi SSPD
(2i SSPD sebagairnana Cirnaksud pada ayat (1)juga merupakan SPTPD.

{3) SSPD sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) rvajitr diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh w'ajib pajak.

(4) SSPD sebagaimana dirnaksurd pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk sebagai bakran untuk dilakukan
penelitian / verifikasi "

(5) Tata cara pellgisian, bentuk dan isi SSPD aclaial: setragaima"na ter"car:tl"rrr:

dalam lampiran I yang merr-rpakan bagian ticiak terpisahkan dai:i peraturan
bupati ini.

BAB TTI

TATA CARA PENDAFTARAN AKTA pEnfrIrirpAHA,N

HAK ATAS TANAH DAH/ATAI} BAWGUNA}T

Pasal 5

Pejabat Pembuat Akta Tanah menanclatangarri Akta Pemindahan Hak atas
Tanah danlatau Bangunan setelah te.r:daftar pada kantor pertanahan.
Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan pendaftanan Perolehan Hak atas
'i'anah dan/atau Bangunan dengan menyerahkan Craft Akta Pernindahan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayal'an
pajak dan dokurnen iain yang dipersyaratkan ke kant<lr pertanahan,

Pasa.l 6

(1) Kantor Pertanahan rnenelaah kelengkapan draft akta pemindahan hak atas
tanah danfatau bangunan disertai dengan bukti pembayaran pqjak elan

dokumen lain yang dipersyaratkan serta kebenaran d.ata ohr.jek pajak.
(2) lhntor Pertanahan menyerahkan kembali draft akta pernindahan hak at'as tzura-h

dan/atau hrangunan kepada pejabat pernbuat akta tsnah untuk ditendatan.galli.

(3) Akta pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan yang telah ditandatangani
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diserahkan kepaclawajib pqfak'

EAB TV

"trATA CAR.A PENYAMPAIAT{ SSPM

(1)

{21

Fasal 7

(1) Wajib paJak mengisi formulir penelitianlverifikasi
menyampaikan ke Bapenda.

(2) Wajib pajak menyiapkan dokumen penduki-ing untuk peneiitian/verifikasi
SSPD, yang terdiri atas :

a" SSPD;
h. Fotocopy ldentitas wajib pajak {dapat berupa KTP/SILillPaspor}
c. Bukti pelunasan SPPT;

SSFI) dan



d. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan);
e. Fotocopy identitas kuasa wajib pajak (dalarn hal dikuasakan);
f. Fotocopy kartu keluarga atau surat keter:angan hurbungan keluarga,

dan Akta Waris dalam hal transaksi ahli waris serta akta hibah dalarn
hal transaksi hibah;

g. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti foto objek pajak, dan
i. Garn]:ar denah lokasi.

Pasal S

Petugas pada Eapencla rnemberikan tanda terima penyampaian formulir
penelitian/verifikasi SSFD yang sudah lengkap kepada wajib i:iak.
Bentuk dan isi formuiir penelitian SSPD adalah sehagaimana tercanturr.l
dalam lampiran iI _yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

BAB V
TATA OAHA PEIIELITIAI{ /\rEI{,m*[K&SI SSrm

Fasa1 I

(f ) Penelitian/verifikasi SSPD sebagaimana dimaksud daiam pasal 4 avai i4i
Cilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

{2) Peiatrat yang ditunjutrc dapat memerintahkan petugas untuk membantu
penelitian /verifikasi SSPD.

t3) Penelitian/verifikasi SSPD meliputi :

1. Penelitian/verifikasi atas kebenaran inforrnasi yang tercanturn dalam
SSPD

2. Penelitian/verifikasi atas kelengkapan dokurnen pendukung SSPD, clan

3" Penelitianlverifikasi trapangan"

Pasal I"S

Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dalam jangka waktu paiing lama 1

(satu) hari kerja sejak tanggal diterirnan3ra formulir SSPD untr-lk peneliii,an
ditempat (administrasi) dan paling iama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya SSPD untuk penelitian/verifikasi trapangan.

Fenelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan tujuan :

a. Mencocokkan NOP yang dicantum dalam SSPD dengan NOP yang
tercanturn dalarn fotocopy SPFyI'atau. bukti pernbayaran lainnya.

t)" Mencocokkan NJOF bumi per meter persegi yang dicantu.mkam dalar:l
SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi dengan basis data PBts-P2.

c. Mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang d.icantumkan
dalam SSPD dengan NJOP bangunarr per rneter persegi dengan basis
data PBB-P2.

d
?
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(3)

d. Meneliti kebenaran penghitungan pajak terhutang yang meliputi dasar
pengenaan NPOP/NJOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek
tertentu, BPHTB terutzurg/yang harus dibayar.

e. Meneliti kebenaran penghitungan BPI'ITB yang disetor, termasuk
besarnya penguraflgan yang dihitung sendiri.

Kegiatan penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan
formulir kertas kerja penelitian/verifikasi dengan unsur-unsur yang
ditetiti/ diverifikasi m.eiiputi :

a. NOP Pajak Eumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. Besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau Bangunan perrneter persegi;
c. Perhitungan NJOP;
d. Perhitungan BFHTB, dengan meneliti kebenaran :

1. NPOP, diisi dengan harga transaksi/nilai pasar apabiia harga
transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP
maka NPOP diisi dengan NJOP kecuali perolehan hak karena lelang
apabila harga transaksi yang terca.ntum datram risalah leiang lebih
kecil dari pada NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP;

2. NPOFTKP;
3. BPHTB yang terutang;
4. EPHTB yang harus dibayar.

Dalam hal d.iperlukan penelitian/verifikasi lapangan, pejabat yang ditunjuk
menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitianlverifikasi iapangan.
Fenelitian/verifikasi lapangan dilal<ukan dengan mengetahui kebenaran
har:ga transaksi/nilai pasar yang dicantumkan oleh wajib pajak.
Formulir kertas ker.1'a penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal lL

SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi dikembalikan kepada
wajib pajak dilengkapi dengan saiinan kertas kerja penelitian
Apabila hasil penelitian/verifikasi SSPD sudah dikoreksi, maka SSPD akan
dicap dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
Apabila hasil penelitian/verifikasi SSPD ada koreksi dan disetujr.ri oleh
wajib pajak, maka SSPD diperbaiki oleh wajib pajak sesuai dengan kertas
kerja penelitian/verifikasi dan dikembalikan ke petugas pada Bapenda
untuk dicap dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjilk.

Pasal 12

Wajib pajak yang tidai< menyetujui hasil kertas kerja peneiitianlverifikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat rnemohon $ecara tertulis
kepada pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian ulang.
(1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimakdud pada ayat (1) hanya

dapat diajukan 1 (satu) kati dengan d,isertai data pendukung dan
keterangan harga transaksi/nilai pasar elari pejabat diwilayah objek pa;iak
sebagai pertimbangan dalam kertas kerja penelitian.

(4)

(s)

(6)

{1)

{2)

t3)



{21 Pejabat yang ditunjuk
rnenolak permohonan

dapat mengabulkan seba[ian
wajib pajak berdasarkan hasil

atau seluruhnSra atau
penelitian ulang.

{1)

{2)

tsAB VI
TATA CARA FEIVIBAYAR.AT{

Pasal 13

Wajib pajak hanya dapat melakukan pembayaran pajak apabila SSPD sudah
cliteliti/ diverifikasi oleh pej abat yan g ditunjuk.

Fasal 14

Pemba3ra"ran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang clitunjuk
oleh Bupati.
Pembayaran peiak menggunakan warkat seperti bjh'et giro atau cek, atau dengan
cara transfer diny'atakan sah apabila telah dibukukan pada kas rlaerah dan ada
verifikasi dari Bank persepsi.

WEib pajak yang telah membayar trunas pajaknya pada SSPD akan dicap
<lan ditandatangani oleh petugas penerirna pembayaran sebagai bukti
pernbayaran pajak.

Pa*aI trS

Pajak yang harus dibayar <lalam SKPDKB, SKFDKBT, STPD, Sut'aL
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan B4nding
yang men3rebabkan jumlah pajak yang harus ditrayar bertambah, harus
dilunasi dalann .jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak
tanggal diterbitkan.
Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD adalah sehagairrana
tercantum dalam lampiran IV ys11* merupakan bagian tidak terpisahl<an
dari peraturan bupati ini.

BAB IIII
TATA CAR.A PESIJLGIHAffi

.

Pasal 16

(1) Kepala Bapenda rnetraksanakan penagihan dalam tral utang pa:ak
sebagairnana tercanturn dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SuraL

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan" Pu.tusan Bandirrg,
serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlalr pajak yang
harus dibayar bertaml:ah, tidak ciilunasi sampai dengan tanggaL jatuh
tempo.

tzl Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pa:ant

dikeluarkan 7 (tujuhi hari kerja sejak saat jatr.rh tempo pemhrayaran.

(s)

(1)

t2)

,.,..:l ri

L



(3)

t4)

(1)

t2)

{1)

{2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai surat teguran, wajib
pajak harus melunasi pajak yang terutang.
Surat Leguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat pada Bapenda sebagaimana tercantum dalam iarnpiran V yans
merupakan ba.gian ticlak terpisah dari peraturan bupati ini.

Pasal tr 7

Apabila jumiah pajak yang masih harus ditlayar tidak dilr-rr-rasi

sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4i dalam jangka rvaktu sebagairnana
ditentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang harus dil:ayar ditagih
dengan surat paksa.
Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat
peringatan.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus ditrayar tiCak ciilunasi dalarn jangka x,aktu 2 x 24
jam setelah tanggal perni:eritahuan surat paksa eliterima oleh rvajih pajak,
bupati atau pejabat iain yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah
pelaksanaan pen.yitaan.

Fasal 19

Setelah lewat 1.0 (sepuluh) hari sejak tanggal surat perintah pelaksanaan
penyitaan, wajib pajak belurn melunasi utang pajak" Bupati atau pejai:at yal1g

ditunjuk mengaju.kan permintaan kepada KPKNL untuk melaksanakan lelang"

Fasal 2O

Setelah KPKNL menetapkan hari tanggai jarn dan tempat pelaksanaan leX.ang,

juru sita mernberitahukarr secara tertulis kepada r,vajitr pajak"

Fasal 21

Bupati atau pejahat )rang ditunjuk dapat rnenetapkan jadwai waktu
tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadrval waktu yang telah
clitentukan. sebagaimana cLimaksud. dalam pasal 15, pasal 17,pasai lE dan
pasal 19 dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pqiak yang masih ltarus
dibayar dilakukan oleh pejabat dengan mengeluarkan SPPPS.

(3) Terhadap wajib pajak yang tidak rnemenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalarn SPPPS sebagaimana dirnaksu.d pada ayat (2), segera

dilakukan tindakan penagihan pqjak clengan sui:at paksa, surat perintaXr

mernbayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat
pelelangan tanpa rnern.perhatikan tenggang waktu yallg telah ditetapkan.

l.fltlrl i't



(1)

BAB VIIT
TATA CARA PENGURA.HGAN PAJAK

Fasal 22

Atas permohonan rvajib pajak, dapat diberikan pengllrangan pajak Calam

hal :

a. Kondisi tertentu wajib pajak yang acia hubungannya dengan objek

pajak yaittt :

1. Wajitr pajak orang pribadi ya"ng memperoleh hak taru melalui
program pemerintah Cil:idang pentanahan dan tidak mernput:;,'ai

kemampuar:r secara ekonomis;
2. Wajib pajak tradan yang memperoleh.. hak baru selain hah

pengelolaan dan telah menguasai tanah Can atau/hangunan secarfi.

fisik leb,ih dari 20 (dua pr.liuh) tahun yang dibuktikan clengatr s:-rr*rt

pernyataan lvajib pajak dan keterangan rlari pejabat;

3. Wajib pajak orang pritradi yang mernperolelt hak atas tanah
<lanfatau }:anglinan rurnah sederhana, rumah susun sederhana

serta ri-rr6ah san.gat sederhana yang rliperoleh. iangsung dr:":-i

pengernbang dan dibayar secara angsuran;
4. Wajib pajak orang pribadi yang menenirna hibah clari orangi prii:acii

yang rnempu.nyai hubungan keluarga sedarah dalaur garis

keturunan lurus satu derajat ke atas dan satu clerajat ke hanvial:

yang disertai dengan surat keterangan dari pejabat.

kl. Kondisi wajib paiak yang ada hulrungannya dengan sebah' tertentu-

seperti :

1. Wajib pajak yang memperoieh hak ata.s tanah sel:agai pengganti

atas tanah yang dibeLraskan oleh pemerintah untuk kepentingan
umum;

Z. Wajib pajak badan yang terkena clampak krisis ekonomri clan

moneter yang berdampak luas paCa kehidupan perekonornian
nasionai sehingga wajib pajak krarus melakukan restrukturisasi
usaha Can/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah;

3. Wqiitr pajak Lraclan yang melakukan penggabr-ingan usaha (merger)

atau peleburan usaha (konsolidasi) clengan atau tanpa terlehih
dahulu mengad.akan tikuidasi dan telah rnemperotreh keputusar:l

persetujuarl penggunaan nilai Lruku daiam rangka penggabriilgan

atau peleburare usaha dari Direktur Jenderal Pajak;

4. Wajib pajak yatlg memperoleh hak atas tanah/atau hangunan y&ng

tidak berfungsi iagi seperti semula disebabkan bencana alam,

kekrakaran, tranjir, tanah longsor, gempa humi, gllnung n:lelettts,

dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu palir"rg lama 3 (tiga)

bulan sejak penand"atanganan akta;
5. Wajib pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri sipil (PNs), TNI,

POLRI, Fensiunan PNS, Pr.l,rnawirawan TNI/POLRI atal.l janc{a

dud.anya yang rnemperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
rumah dinas pemerintah;

il
t
i

,,"
p-L



5. Wajib pajak bradan KORPRI yang rnemperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan dalara rangka pengadaan perumahan hagi
anggota KORPRIIPNS;

7. Pajak badan KORPRI yang rnemperoleh hak atas tanah <lan/atau
bangunan daXam rangka pengadaan perumahan bagi anggota
KORPRI/PNS;

8. Wajib pdak badan anak perusahaan dari perusahaa.n asuransi ctare

reasuransi ya.ng memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
yang berasal dari perusahaan induktrya seiaku pemegang saham
tunggal sebagai kelanjr-rtan dari peiaksanaan Keputusan futenteri
Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Peru sahaan Reasuransi.

(2) Besarnya pengurangan BPFITB ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebesar 25ah clari pajak yang ter:utang untulk u,ajib pE'ak sebagaimana
dimaksud. pada ayat (1) hurr-rf a angka 2;

b. Sebesar 507o dari pqiak yang terutang untuk xrajitr pajak seLragaimana
dimaksucl pacla ayat (1) hr,ruf a angka 2 dan angka 4 hurr-lf b, angka 1.,

angka 4, angka 5 dan angka I serta humf c;

c. $ebesar 75% dari pajak yang terutang untuk,rru.irjib pajak sahagir:nana
climaksud pada a-vat {1) huruf b angka 2 rlan a"ngka 6;

d. Sel:esar i00% dari pqjak ),ang terutang untuk wajib pqiak sebagairnana
dimaksud pada ayat {1) huruf b an.gka 3 dan angka 7.

Pasal 23

(1) Wajib pajak rnengE'ukan permohonan pengurangan pajak secara tertulis
dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Burpati,

(2) Pengajuan permohonan dapat dilal<ukan dengan :

a. Secara langsung; ataLr

b. lvlelalui pos rlengan }:nkti pengiriman surat.

{3J Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) huruf a cXiberikan tanda bukti penerirna.an surat.

(a) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksuC pada ayat (2) huruf b atau
tanda bukti per:erimaan surat" sebagaimana ciimaksuri pada a-5rat i3i
merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasatr 24

{1) Kepala Bapencta atas naxna Bupati dalam wai<ttt paling lama 6 (enarn}

bulan sejak tanggal diteriman5ra surrat permohonan harus tnemberikan
keputusan atas perrnohonan pengurangan pajak yang diajukan w-ajii;
paja"k.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clapat berupa
mengabulkan seLragian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib
pa:ak.

{3i ,Apabila dalam rnaktu set:agaimana
Kepala Bapenda atas nama Bupati
maka permohonan pengurangan
dikabulkan.

dimaksud pada ayat {2) telah }ervat

tielak memberikan suatr-r kepu+,usan
pajak )'ang diajukan clianggap

'l 't. .,{:".:.,.' -

rs.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IX
TATA, CARA PEI{GEMBALTAN KELEBIHAIS

PEMBAYARAT{ PAJAK

Pasal 25

Kelebihan Pembayaran pajak ter.jadi apabila :

a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besaS clari yang seharusnya
terutang;

tr. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutatrg.
Utang pa:ak adalah pEak yang rrrasih harus dihayar termasuk sanksi
administrasi l:eru.pa i:r-rnga, dencla atau kenaikan yang tercantutm dalam
surat ketetapan pajak atau surat keputusan laitr berdasarkan ketentuan
peraturan peundang-undangan perpaj akan claerah.
Dalam hal akta juai beii telah ditandatangani narnun karena suatu hai,
kedua belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan
jual beli tersebut maka atas pajak yang telah dibayar tidak dapat
diminta kernLral.i (tidak dapat direstitusi) karena daiam jual beli saat
terutanglnya pajak adalah sejak dihr-rat Can clitandatanganinl,a akta.

Pasal 26

\A/ajib pajak menga.l'ukan permohonam pengembalian kelehihan pajak
secara tertulis dalam bahasa indonesia Cengan rlisertai atrasan yans jela*
dengan melampirkan SSPD yang sud,ah dirier:ifikasj. kepada Eupati
melalui Bapenda.
Pengajuan Perrnohonan dapat dilakukan :

a. Secara langsung; atau
b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
Atas Penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksr-ld
pada ayat (2) huruf a cliberikan tanda bukti penerirnaan surat.
Bukti pengiriman surat sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf 1:

atau tanda bukti penerimaan surat sebagaima.na dirnakslld pada a"vat {2}
rnerupakan bukti penerimaan permohonan.

Fasal 27

f3upati atau pejabat- yang ditunjuk harus rnemberi keputusan atas
permohonan pengernbalian kelebihan pajak dalam jangka waktu pal.ing

lama 12 (dua bela.s) tlulan sejak tanggal Citerirnanya permohonan.
Apabila dalam jangl<a w-aktu sebagaimana dimaksuC pacta ayat (L) teLalt

Ie'uvat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tiCak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajr.rkan oleh wajib pa.jak dianggap
dikabrutkan" dan Bupati atau Pejabat. yang ditunjuk harus rnenerbitkan.
keputusan sesuai dengan permohonan yang diqjukan.
Pengembalian kelebihan pernbayaran pAjak qlilakukan paCa tahun
anggaran krerikutnya.

(4) Bentuk dan isi SKPDI,B sebagairnana tercantum dalam lampiran Vi yang

t3)

{4)

(3)

f i ''.'""i1*-i&.pisahkan dari Peratu:ran Bupati ini.es@.'r'aq.. rner[paKan Dagrtul tl(IA:r {'
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BAB VI
KETENTUAN PEI{UTUP

Pasal 28

Agar setiap orang rnengetah.uinya, memerintahkan pengundanga-n Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten tsarito
Timur.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggatr gt o'*^\"o2919

BUPATI EARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang layang
Pada Tanggal Z\ @x'w( 2OL9

SEKR TARIS DAERAH
I(ABUPATEN BARITO TIMUR,

.-As-__
ESKOP

BERITA DAERAI-I KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 201.9 NOMOR v\


